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RUU PEMILU

Pemerintah Didesak untuk Ambil Alih

JAKARTA, KOMPAS — Dezakon
agar premarintah s
mcnganbil alih inisiatif pevisi
Undang-Undang Pemilu dari
DR menguat. Bukan bavva
heasnyva materi krusial yvang
harus dibahas, lKan sempitiva
waklu menjelang tahapan Pe-
milu 2029 juga jadi dasar.
Setelah sejumlih partal po-
litik {parpcd) nonparlenen, g-
liran parpal parlemen yang
mcidorong agar inisiatit revi-
s1 L1 Pemilu diambil alih pe-
merintab. Dorongan itu salah
salunys datang dan Parlai
Amanat Nasional (PAN).
Wakil Ketua Umuom PAN
Saleh Partnonan Daulay, Ka-
mis (L4 2026, dibubung di
Jakorta, mengatakan, pemba-
hasan RULT Pemilu sehaiknva
dilakukan atas nisiatif peane-
rintah. Ini mengingat Tuasnva
cakupan materi dan sempit-
mya wa kil yung lersisa,
Menurut salely, jika inisiatif
herasal dari pemerintah, per-
bedaan pandangan dan ke

pentingan parpol dapat dire-

dam pada tahap awal, Kalou-
prunn. muneol perbedbaan, hal
it akan dinkbamulasi dalam
pembahasan daflar inventas-
risasi masalah (DIM).
“Seingal saya, HUL Pemilu
itu zelalu atas indsiatif peme-
rinfith. Kakan memang  mau
dibaliaz, untuk yang sekorang
pun sava wsul diamhil pleh
pemerintale Tingeal dibahas
lag di Baleg (Fadan Legislasiy
DPR agar pembohasan bisa
segera dimulai™ ujar Saleh.
Hingea kind, DFR dan pe-
merintah belum jugn membe-
has RUL Peqnilu, DPR sebagai
inistator bahkan belum me-
nyelesaikon pomyusunan draf
RLTT Pemilu beserta naskah
aliademiknyva, Podahal, Okto-
her mendatany sudah dimulai
talapan zcleksi bagl anggota
KPP clam Bewaslo 20027-20032
Dozar  hukum  perekrutan
himggis proses selekst diatur
dalomm UL Pemilu.
Sebelumnya, desukan agar
pemorintall segera mehganm
kil alib inisiatif revist ULT The-

milu sudah disuarakan oleh
sijumlab partal non-pare-
men, salah satunya Partai Ge-
Tora. Sekrelaris Jenderal Par-
tai Grelora Mahtudz Sidik me-
nilai, KUTT Pemilu akan lehih
copat dibohas jika  inisiatif
herusul dari pemerintah.

Eebab, pomerintal cende-
rung lebih menonjolkan per-
timbangan telmokratik. biro-
kratik, dan gm0 akadems Jika
draf vang sudah matang diaju-
kun aleh eksekutil ke parle-
miety, fraksi-tralksi di DPR bia-
samya. lingeal merespons ke-
timbang  hoavus  membangan
el reguliasi darn nol.

Namw, Kepala Departe-
men Politik dan Sosial Centee
for Strategic and Interpatio-
nal Studies (CRIS) Arya Fer-
nandes  mengingatkan,  jika
HUT! Pemilu menjadi inisiatif
pemerintall, berpotensi bias
kepentingan  hay eksekuotif
Selain ftu, berpotensi banva
mengakomoilasi kepentingan
parpol peneuasa atan koalizi-
. (T HEAA
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